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 Laporan keuangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 

yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas 

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir adalah 

tanggung jawab kami. 

 Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi 

pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan 

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 
 

 

Ungaran, 31 Desember 2014 

PENGGUNA ANGGARAN 

         

         

       Ir. Gayatri Indah Cahyani M.Si 
NIP.19570530 198403 2 002. 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

Bab 1 Pendahuluan 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan 

yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 2005 dan PP 

No.71 Tahun 2010. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan 

dan transaksi –transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 

 

Pelayanan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah provinsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota. Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008, tentang Penjabaran 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. BKP merupakan 

unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan dipimpin oleh seorang Kepala. 

BKP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 

Sebagai salah satu lembaga publik, maka BKP dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketahanan 

pangan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance yang bersih, demokratis dan 

efektif. Isu good governance menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi 

publik dewasa ini. Tuntutan tersebut direspon dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah 

pada terwujudnya penyelengaraan pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut,  berbagai 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan disusun dalam suatu 

perencanaan yang matang., 

 

Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai salah satu wujud transparansi dan 

akuntabilitas, sebagaimana dalam Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance). 

 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas 

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 

alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas 

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, selama 1 (satu) tahun anggaran yakni Tahun 2014. 

 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-haraan Negara  

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi; 

6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP 

7. SE Gubernur Jawa Tengah No. 900/010567 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Percepatan 

Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.  
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Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD 

2.1.   Ekonomi Makro 

 Pencapaianpertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bertumpu pada empat pilar strategi 

pembangunan (Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment) telah sejalan dengan strategi kebijakan 

ekonomi makro yang tertuang dalam RKPD tahun 2013 bab IV tentang prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah tahun 2013 dan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2013. Keselarasan empat pilarditunjukkan 

melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, menurunnya jumlah 

pengangguran dan penduduk miskin, serta pelaksanaan pembangunan yang me-ngedepankan keseimbangan 

lingkungan dengan mendasarkan daya tampung dan daya dukung wilayah.  

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, untuk tahun 

2012 triwulan pertama sebesar 6,1% sedangkan pada triwulan kedua sebesar 6,3%. 

Inflasi pada bulan Agustus 2012 sebesar 1,08%, namun demikian pada bulan September 2012 terjadi 

penurunan harga kelompok bahan makanan, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sehingga 

mengalami deflasi sebesar 0,16% dan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. 

Capaian Pertanian dalam arti luas dan Koperasi UMKM, antara lain : Dari sisi produksi beras 

menunjukkan kondisi yang positif, hal ini ditandai dengan perhitungan untuk ARAM II pada bulan Oktober 

2012 sebesar 10,199 juta ton dan surplus berassampai dengan bulan September 2012 mencapai 3 juta ton. 

Penyerapan beras oleh Bulog per Oktober 2012 mencapai 724,31 ribu ton (107,31%) dari prognosa 674,97 

ribu ton dengan stock ketersediaan sebesar 335,69 ribu ton.  

STRATEGI KETAHANAN PANGAN  

Konsep ketahanan pangan yang meliputi beberapa aspek telah dilaksanakan yaitu Ketersediaan pangan 

dengan peningkatan produksi dan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai pangan alternatif sumber 

karbohidratmelalui pengembangan komoditasjagung dan umbi-umbian. 

Distribusi untuk meningkatkan akses keterjangkauan dalam jumlah, mutu, aman, merata dan 

terjangkau oleh daya beli masya-rakat melalui peningkatan sarana dan prasarana distribusiberupa pengisian 

lumbung pangan dan peningkatan kemandirian kelembagaan distribusi pangan melalui Gapoktan. 

Konsumsi yang berkualitas dan beragam serta bergizi seimbang dan amanmelalui pengembangan 

pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman serta peningkatanoptimalisasi pemanfaatan 

pekarangan dengan membangun demplot-demplot percontohan, pemantauan dan pengawasan keamanan 

panganberupa : sertifikasi dan pelabelan serta pengawasan batas maksimum residu buah dan sayur segar; 

sertifikasi benih dan produk pangan komoditas buah-buahan; pengelolaan dan pembinaan warung sekolah. 

Kondisi ketahanan pangan di Jawa Tengah dilihat dari peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Tahun 

2011 yang berdasarkan 13 indikator, dari 35 Kabupaten/Kota semuanya berwarna hijau tua berarti sangat 

tahan pangan. Sebagai implementasi kebijakan strategis Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan telah ditempuh 

melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat serta penguatan sistem ketahanan pangan. 

Sampaidengan tahun 2012 telah terfasilitasi 260 desa sebagai Desa Mandiri Pangan yang tersebar di 31 

Kabupaten/Kota.Upaya lain adalah pemberian dana stimulan untuk mendukung kegiatan Gerbang Mapan 

kepada 200 kelompok petani di 18 Kabupaten dan 1 Kota. 



  

Dalam rangka pengurangan impor komoditas pertanian ditempuh melalui : pembinaan dan pelatihan 

kepada petani dalam rangka peningkatan kualitas produk untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masya-rakat; 

pembangunan demplot; fasilitasi cold storage dan screen house; bantuan alsintan; pemberian stimulan untuk 

diversifikasi produk-produk pertanian yang memberikan nilai tambah; pameran produk unggulan lokal 

hortikultura; pembukaan akses dan jejaring pasar ekspor.  

Dalam upaya pengurangan pemasaran impor daging, melalui Forum Mitra Praja Utama disampaikan 

rekomendasi kepada Presiden untuk peninjauan ulang impor daging dan sapi bakalan. Adapun sebagai upaya 

pembatasan impor berasditempuh melalui peningkatan produksi dan produktivitas padi dalam rangka 

memperkuat cadangan beras nasional. 

Perhatian pemerintah kepada daerah penyangga penghasil beras ditempuh melalui pemberian 

stimulan bantuan benih, pupuk, alsintan dan perbaikan jaringan irigasi serta pembangunan jalan usaha tani. 

Sebagai upaya mempertahankan eksistensi lahan-lahan pertanian produktif terhadap pemanfaatan 

industri dan perumahan ditempuh melalui: pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai peruntukannya 

berdasarkan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; optimalisasi kinerja BKPRD dan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Bidang Penataan Ruang; Pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan ijin alih 

fungsi tetap mempedomani regulasi RTRW yang telah ditetapkan. 

2.2.  Kebijakan Keuangan 

 Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 

Tengah pada tahun anggaran 2014 yaitu: 

 

a. Pendapatan. 

Pada tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.10.240.000,- dan 

target pendapatan sudah dihapus berdasarkan Hasil rapat Pembahasan Perubahan Anggaran (PAD) 

tanggal 25 Maret 2013, target PAD dihapus, hal ini dengan pertimbangan penjualan bekatul dan 

sekam bukan termasuk kedalam Retribusi Daerah, tetapi masuk didalam pendapatan lain-lain. 

Penerimaan setoran lain-lain dari BPCP (penjualan sekam dan bekatul ) tanpa target (Rekening 

Penjualan Hasil Pertanian) sebesar Rp. 10.240.000,- 

 

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2014 

Pada tahun 2014 BKP Prov Jateng mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp.32.007.965.000,- 

terealisasi sebesar Rp.30.767.509.390,- atau 96,12 %, terdiri dari: 

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 12.233.694.000,- terealisasi sebesar Rp 11.357.561.694,- atau 

92,84 % yang digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai di BKP Prov Jateng selama 

tahun 2014. 

- Belanja Langsung : Rp 19.774.271.000,-  terealisasi sebesar Rp 19.409.947.696,- atau 

98,16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 

 

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 

 

 
 

  

  

 

 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan 

Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektivitas dan 

efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force 

majeur).  

 

A. Permasalahan Atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja 

Hasil analisis dari capaian kinerja termasuk dalam katagori efisien,  namun masih muncul 

adanya beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan 

Ketahanan Pangan di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut : 

 

a. Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas, karena masih adanya  konversi lahan 

pertanian ke penggunaan non pertanian,  menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat 

kerusakan lingkungan, menurunnya produksi akibat perubahan iklim serta bencana alam. 

b. Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum berkembang secara 

optimal. 

c. Rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan. 

d. Lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin sistem pemasaran yang adil dan 

bertanggung jawab. 

e. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya 

gandum.  

f. Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi 

pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman. 

g. Belum diterapkannya secara optimal, praktek keamanan pangan produk segar hasil pertanian. 

Keamanan pangan dipengaruhi oleh cara budidaya benar dan aman, pasca panen dan retail yang 

baik serta pendistribusian pangan yang benar sehingga produk pangan yang kita konsumsi akan 

tepat sasaran dan aman untuk dikonsumsi. 

h. Rendahnya tingkat pengetahuan produsen dan konsumen tentang produk pangan yang bermutu dan 

aman dikonsumsi sehingga masih terjadi keracunan makanan. 

i. Rendahnya penguasaan teknologi pangan organik oleh produsen, dan teknologi pangan organik 

belum menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat karena harganya relatif masih mahal. 

j. Masih rendahnya SDM dalam menangani  Pemanfaatan, Pengolahan dan  Pemasaran Hasil 

Pertanian, Peternakan dan Perikanan. 

 

B. Strategi Pemecahan Masalah 

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah : 

 

a. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan, penanganan kerawanan 

pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan. 

b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat  

c. Penyempurnaan sistem pemantauan produksi pangan dan ketersedian pangan untuk mengantisipasi 

rawan pangan.  

d. Mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan.  

e. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan. 

f. Pengembangan kelembagaan pedesaan dalam  diversifikasi konsumsi pangan, keamanan pangan 

dan preferensi pangan masyarakat. 

g. Koordinasi dan partisipasi aktif dari institusi yang menangani ketahanan pangan dengan instansi 

terkait untuk pembinaan kepada masyarakat sampai tingkat rumah tangga melalui kegiatan 

pelatihan dan sosialisasi baik formal maupun non formal kepada masyarakat mengenai pemanfaatan 

sumberdaya, pengelolaan dan penyediaan pangan yang bergizi, beragam dan aman bagi keluarga.  

h. Diselenggarakannya pelatihan penanganan pasca panen sehingga proporsi kehilangan hasil pada 

proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan dapat ditekan  sehingga kemampuan 

penyediaan pangan menjadi meningkat  dan harga jual dipasaran menjadi lebih baik. Badan 

Ketahanan Pangan juga memberikan dukungan stimulan alat kepada kelompok afinitas wanita 

untuk usaha pangan lokal.  

i. Diselenggarakannya pelatihan pangan olahan berbahan baku ikan, daging dan menggali potensi 

pangan lokal non beras melalui kegiatan pendidikan kemasyarakatan.   

j. Diperlukan sinkronisasi kegiatan progsi Desa Mandiri Pangan dengan program/kegiatan lain baik 

yang di danai dari APBD maupun dengan dana APBN lintas sektor sehingga desa mandiri pangan 

segera tercapai yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 

 

 



  

Bab 4 Kebijakan Akuntansi 

4.1.  Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD 

 Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan 

kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi. 

 Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, 

berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: 

 Pemerintah pusat; 

 Pemerintah daerah; 

 Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, 

 Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut 

peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan 

keuangan. 

 Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangan syarat pengelolaan, pengendalian dan 

penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yuridiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk 

pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. 

 

4.2.  Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk 

pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual 

untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. 

  

 Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penrimaan pembiayaan 

diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada 

saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerh tidak menggunakan istilah laba, melainkan 

menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan 

anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan 

pembiayaan pengeluaran. 

 

 Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat 

terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan 

pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. 

 

4.3.  Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

 Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam 

laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah 

menggunakan nilai perolehan historis, aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan satara kas atau sebesar 

nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai 

rupiah. 

 Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan 

mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan 

dinyatakan dalam mata uang Rupiah. 

 

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar 

Akuntansi Pemerintahan pada SKPD 

 

a. Pendapatan 

1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 

2) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum disetor ke Rekening Kas 

Umum Daerah diakui sebagai Pendapatan yang ditangguhkan. 

3) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas 

BLUD. Guna konsistensi dan tertib pencatatan pendapatan maka pada tanggal 31 Desember 2013 

agar: 

- Menginventaris saldo kas tunai pada bendahara penerimaan guna menentukan nilai 

pendapatan dan nilai pendapatan diterima dimuka.  



  

- Nilai yang telah diidentifikasi menjadi pendapatan agar segera dimasukkan ke rekening 

BLUD 

 

 

 

b. Belanja 

1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. 

2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi  pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut. 

3) Untuk Badan Layanan Umum Daerah; 

- Belanja yang sumber dananya berasal dari APBD pengakuaannya sama dengan SKPD. 

- Belanja yang sumber dananya dari BLUD diakui pada saat terbitnya SP2D BLUD 

c. Piutang 

Piutang diakui pada akhir periode ketika akan disusun Neraca sebesar Surat Ketetapan tentang 

Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada 

saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. 

Pada akhir periode akuntansi dibuat daftar umur piutang. Atas dasar daftar umur piutang dibuat 

cadangan piutang tidak tertagih dengan kebijakan sebagai berikut: 

STATUS LAMA MENUNGGAK CADANGAN TIDAK TERTAGIH 

Lancar < 1 Tahun 0 % 

Kurang Lancar 1 sampai dengan 2 tahun 25 % 

Kurang Lancar Diatas 2 sampai 3 tahun 50 % 

Tidak Lancar Diatas 3 sampai 5 tahun 75 % 

Macet Diatas 5 tahun 100 % 

 

 

   

d. Persediaan. 

   

1) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah 

dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. 

2) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi (Stock Opname) 

yang dituangkan Berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2013. Seluruh SKPD wajib 

melampirkan Berita Acara tersebut dalam Laporan Keuangan. 

3) Penilaian persediaan hasil stock opname menggunakan harga pembelian yang terakhir. 

4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai 

wajar. Harga /nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar 

pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. 

5) Apabila ada belanja barang/jasa yang akan dihibahkan masih belum didistribusikan kepada 

penerima hibah atau masih berada di SKPD maka barang/jasa tersebut diakui dan dicatat sebagai 

persediaan 

 

e. Aset Tetap 

1) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: 

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal; 

c. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas atau diserahkan kepada pihak 

ketiga/masyarakat. 

2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, dan setiap biaya 

yang dapat distribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. 

3) Kegiatan pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi 

belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) 

4) Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan 

anggaran kegiatan/rincian kegiatan ) biaya perolehan dari masing-masing aset tetap meliputi 

realisasi belanja modal ditambah prosentase tertentu secara proporsional dari belanja pegawai 

dan belanja barang dan jasa. 



  

5) Suatu kegiatan yang dalam pelaksanaanya memerlukan aset tetap (pengadaan aset tetap dalam 

rangka menunjang pelaksanaan suatu kegiatan) biaya perolehannya sebesar realisasi belanja 

modal. 

6) Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah 

diterima berita acara penyerahan hak kepemilikan aset tersebut. 

7) Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai 

penambahan aset tetap. 

8) Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannya tidak menghasilkan Aset Tetap tidak diakui 

dan dicatat sebagai penambahan aset tetap. 

9) Nilai aset tetap pada Neraca Tahun Anggaran 2013 adalah nilai yang telah direkonsiliasi di 

internal SKPD antara pengurus barang dengan PPK-SKPD dan telah direkonsiliasi dengan 

DPPAD selaku Pembantu Pengelola Barang.  

10) Dalam rangka pentahapan pelaksanaan penerapan penyusutan aset tetap sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan diperlukan adanya tahun perolehan aset. Sehubungan hal tersebut agar 

kepala SKPD menginventarisir kembali tahun perolehan seluruh aset yang ada. 
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Bab 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 

 

1.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca  

1.1.1. Aset 

1.1.1.1. Aset Lancar 

1.1.1.1.1. Kas 

1.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran 

1.1.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor 

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara 

pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum disetor ke rekening kas daerah dan 

merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2014. 

 

NO Uraian 2014  2013 

1    

2    

 Jumlah NIHIL NIHIL 

 

1.1.1.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa) 

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara 

pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum disetor ke rekening kas daerah dan 

merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2013. 

 

NO Uraian 2014  2013 

1    

2    

 Jumlah NIHIL NIHIL 

 

 

1.1.1.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran-Pihak Ketiga (Non Silpa) 

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 

31 Desember 2014 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas 

kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukan dalam LRA Tahun Anggaran 2014. 

 

NO Uraian 2014  2013 

1    

2    

 Jumlah NIHIL NIHIL 

 

1.1.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan  

1.1.1.1.1.2.1. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD  

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di 

rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro 

bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2014. 

 

 

 

NO URAIAN 2014  2013 

1    

2    

 Jumlah NIHIL NIHIL 

 

1.1.1.1.1.2.2. Kas di Kas Daerah  
Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas pada Kas Daerah,  dari pendapatan lain-lain yang 

disetor ke rekening Kas Daerah per 31 Desember 2014. 

 

 

 

NO URAIAN 2014  2013 

1  0 0 

2    

 Jumlah NIHIL NIHIL 

 

 



  

 

1.1.1.1.2. Persediaan 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung 

kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 

2014, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. 

1.1.1.1.2.1. Persediaan Bahan Pakai Habis (Terlampir) 

No Nama/Jenis Persediaan 
Jumlah 

Satuan 

Harga 

Satuan 

Nilai  

Persediaan 

1 ATK   21.202.500 

2 Barang cetakan     6.320.000 

 jumlah   27.522.500 

 

1.1.1.1.2.2. Persediaan Hewan Ternak 

No Nama/Jenis Persediaan 
Jumlah 

Satuan 

Harga 

Satuan 

Nilai  

Persediaan 

1     

2     

 jumlah   NIHIL 

1.1.1.1.2.3. Persediaan Pakan Hewan 

No Nama/Jenis Persediaan 
Jumlah 

Satuan 

Harga 

Satuan 

Nilai  

Persediaan 

1     

2     

 jumlah   NIHIL 

1.1.1.1.2.4. Persediaan Barang yang Akan Dihibahkan 

No Nama/Jenis Persediaan 
Jumlah 

Satuan 

Harga 

Satuan 

Nilai  

Persediaan 

1     

2     

 jumlah   NIHIL 

1.1.1.1.2.5. Persediaan Gabah Kering 

No Nama/Jenis Persediaan 
Jumlah 

Satuan 

Harga 

Satuan 

Nilai  

Persediaan 

1    1.017.627.940 

2     

 jumlah   1.017.627.940 

1.1.1.1.2.6. Persediaan Pupuk 

No Nama/Jenis Persediaan 
Jumlah 

Satuan 

Harga 

Satuan 

Nilai  

Persediaan 

1     

2     

 jumlah   NIHIL 

1.1.1.1.2.7. Persediaan Lainnya 

No Nama/Jenis Persediaan 
Jumlah 

Satuan 

Harga 

Satuan 

Nilai  

Persediaan 

1     

2     

 jumlah   NIHIL 

 

1.1.1.2. Investasi Jangka Panjang 

1.1.1.2.1. Investasi Nonpermanen 

Investasi nonpermanen merupakan saldo dana bergulir yang dikelola oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah sebesar Rp.0  

 

 

 

 



  

 

1.1.1.2.2. Investasi Nonpermanen –Diragukan Tertagih 

Investasi Nonpermanen-Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak tertagih yang 

dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dengan kebijakan piutang tidak tertagih. 

 

Lama Menunggak 

2014 

2013 Invesatasi 

Nonpermanen Diragukan Tertagih 

< 1 Tahun    

1 sampai dengan 2 tahun    

Diatas 2 sampai 3 tahun    

Diatas 3 sampai 5 tahun    

Diatas 5 tahun    

Jumlah NIHIL NIHIL NIHIL 

 

1.1.1.3. Aset Tetap  

No Uraian 2014 2013 

1 Tanah 599.040.000 599.040.000 

2 Peralatan dan Mesin 11.788.897.125 10.916.955.625 

3 Gedung dan Bangunan 8.546.014.900 8.466.192.900 

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 288.495.800 288.495.800 

5 Aset Tetap lainnya 94.766.200 70.823.400 

6 Kostruksi Dalam Pengerjaan 0 0 

7 Barang Bercorak kesenian, kebudayaan 475.000 475.000 

8 Aset Lainnya 229.359.000 229.359.000 

 Jumlah 21.547.048.250 20.571.341.725 

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : 

Penambahan 2014 

Belanja Modal 975.706.300 

Belanja Barang/Jasa 0 

Hibah 0 

Mutasi Masuk 0 

Reklasifikasi 0 

Koreksi 0 

Penilaian 0 

Jumlah 975.706.300 

  

Pengurangan  

Penghapusan 0 

Ekstrakomtable 0 

Reklasifikasi 0 

Hibah 0 

Mutasi Keluar 0 

Koreksi 0 

Jumlah 975.706.300 

 

Keterangan mutasi aset tetap tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

 Belanja Modal merupakan nilai realisasi belanja modal APBD Tahun Anggaran 2014. 

 Belanja Barang & Jasa merupakan nilai realisasi belanja barang & jasa APBD Tahun Anggaran 2014 

yang masuk dalam kategori aset tetap. 

 Hibah merupakan nilai perolehan aset dari pemerintah maupun lembaga swasta. 

 Mutasi merupakan nilai penyerahan aset dari SKPD lain. 

 Reklasifikasi merupakan nilai perpindahan aset yang satu ke aset yang lain dalam satu SKPD akibat 

adanya perbedaan rekening pada KIB tahun-tahun sebelumnya. 

 Koreksi merupakan nilai koreksi atas aset yang belum tercatat dalam KIB, salah catat maupun dobel 

catat. 

 Penilaian merupakan nilai aset yang semula bernilai Rp0,00 dan Rp1,00 



  

 Penghapusan merupakan nilai harga perolehan dari aset tetap yang dijual, hilang dan rusak yang sudah 

diterbitkan SK penghapusan. 

 Ekstrakontable merupakan nilai barang yang tidak masuk kategori aset tetap sesuai dengan Pergub 

Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi 

 

Metode yang dipakai dalam melakukan penilaian aset yang tahun 2014 belum bernilai maupun bernilai 

Rp.1,00 adalah sebagai berikut : 

 Aset tanah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak. 

 Aset selain tanah menggunakan harga barang yang  jenis dan tahun perolehannya sama. 

 Alat angkut selain menggunakan harga barang jenis dan tahun perolehannya sama juga menggunakan 

Nilai Jual Obyak Pajak Kendaraan Bermotor. 

1.1.1.3.1. Tanah 

No Uraian 2014 2013 

1 Tanah 599.040.000 599.040.000 

 Jumlah 599.040.000 599.040.000 

 

1.1.1.3.2. Peralatan dan Mesin 

No Uraian 2014 2013 

1  Alat Berat    

2  Alat Angkutan  5.899.540.700 5.236.362.700 

3  Alat Bengkel    

4  Alat Pertanian  189.425.000 189.425.000 

5  Alat Kantor dan Rumah Tangga  5.091.670.925 4.882.851.425 

6  Alat Studio dan Komunikasi  608.260.500 605.310.500 

7  Alat Kedokteran    

8  Alat Laboratorium    

9  Alat Metrologi dan Geofisika/Alat 

Ukur    

10  Alat Keamanan    

11  Alat Olah Raga   3.006.000 

 Jumlah 11.788.897.125 10.916.955.625 

1.1.1.3.3. Gedung dan Bangunan 

No Uraian 2014 2013 

1  Gedung 8.363.864.900 8.284.042.900 

2  Bangunan  182.150.000 182.150.000 

 Jumlah 8.546.014.900 8.466.192.900 

 

 

 

1.1.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan 

No Uraian 2014 2013 

1  Jalan dan Jembatan    

2  Bangunan Air (Irigasi)  164.387.000 164.387.000 

3  Instalasi  25.900.000 25.900.000 

4  Jaringan  98.208.800 98.208.800 

 Jumlah 288.495.800 288.495.800 

 

1.1.1.3.5. Aset Tetap Lainnya 

No Uraian 2014 2013 

1  Buku Perpustakaan  91.285.200 70.348.400 

2  Barang Bercorak Seni dan Budaya  3.481.000 475.000 

3  Hewan, Ternak dan Tanaman    

 Jumlah 94.766.200



  

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan 

 

N

o 

 

Jenis 

KDP 

 

Lokasi 

 

No 

Kontrak 

 

Nilai 

Kontrak 

 

Masa 

Pelaksana

an 

 

Realisasi 
Fisik (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Cara pengisian : 

 Kolom 1  diisi dengan nomor urut kegiatan yang belum diselesaikan 

Kolom 2  diisi dengan jenis pembangunan yang mengalami KDP 

Kolom 3  diisi dengan lokasi terjadinya KDP 

Kolom 4  diisi dengan nomor kontrak KDP  

Kolom 5  diisi dengan nilai kontrak KDP 

Kolom 6  diisi dengan masa pelaksanaan pembangunan (sesuai dalam kontrak) 

Kolom 7  diisi dengan realisasi KDP 

Kolom 8  diisi dengan prosentase pembangunan. 

Disamping itu pada kolom 3 juga diisi informasi mengenai nilai kontrak, tingkat penyelesian 

dan jangka waktu penyelesaiannya. 

 

1.1.1.4. Aset Lainnya 
Aset lainnya berupa aset barang rusak pada SKPD dan aset yang dikerjasamakan (tanah dan bangunan) pada 

DPPAD (Aset yang direklasifikasi, terlampir). 

  

NO URAIAN 2014 2013 

1 Aset lain-lain 229.359.000 229.359.000 

2    

 Jumlah 229.359.000 229.359.000 

 

1.1.2. Kewajiban  

1.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek 

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebesar 2014 sebesar Rp.0 

 

 

 

1.1.3. EKUITAS DANA 

1.1.3.1. Ekuitas Dana Lancar 

No Uraian 2014 2013 

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (30.757.269.390) (26.106.134.070) 

2 Cadangan Persediaan 1.045.150.440 479.235.620 

 Jumlah (29.712.118.950) (25.626.898.450) 

 

1.1.3.2. Ekuitas Dana Investasi 

No Uraian 2014 2013 

1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 0  

2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 9.891.804.146,4 14.590.462.046,87 

3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 229.359.000 229.359.000 

4 Dana yang Harus Disediakan untuk  

Pembayaran Utang Jk Panjang 0  

 Jumlah 10.121.163.146,4 14.819.821.046,87 

 

1.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 

1.2.1. Pendapatan  

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama 

TA. 2013 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran 

belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan 

Tahun Anggaran 2013 dan diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan. 

Realisasi Pendapatan diisi sampai dengan rincian objek pendapatan.  

1.2.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD) 

No Uraian 2014 2013 

1 PKB   



  

2 BBNKB   

3 PBBKB   

4 PPPABT   

5 PPPAPT   

 Jumlah 0 0 

 

1.2.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 

No Uraian 2014 2013 

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan   

2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  50.000.000 

3 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta   

4 Retribusi Tempat Pelelangan    

5 Retribusi Tempat Penginapan/ 

Pesanggrahan/Villa   

6 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah   

7 Retribusi Ijin Trayek   

8 Retribusi Ijin Pengambilan dan 

Pemanfaatan APT   

9 Retribusi Ijin Usaha Perkebunan   

10 Retribusi Ijin Usaha Perikanan    

11 Retribusi Pelayanan Pendidikan   

12 Retribusi Pelayanan Tera & Tera Ulang   

 Jumlah 0 50.000.000 

 

1.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

No Uraian 2014 2013 

1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak 

Dipisahkan   

2 Penerimaan Jasa Giro   

3 Penerimaan Bunga   

4 Sumbanga Pihak Ketiga   

5 Tuntutan ganti Kerugian Daerah   

6 Denda Keterlambatan Pelaksanaan 

Pekerjaan    

7 Sanksi Denda Kelebihan Muatan   

8 Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas 

Umum   

9 Penerimaan dr Penyelenggaraan Diklat   

10 Pendapatan  dari Pengembalian   

11 Penerimaan Jasa Dana Bergulir   

12 Pendapatan BLUD   

13 Penerimaan Lainnya   

 Jumlah  0 

 

1.2.2. BELANJA 

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ 

belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013.   

 

1.2.2.1. BELANJA OPERASI 

1.2.2.1.1. Belanja Pegawai 

Merupakan belanja pegawai baik yang ada pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. 

 

No Uraian 2013  2012 

I. Belanja Tidak Langsung 7.743.292.881 7.107.165.304 

II. Belanja Langsung 2.747.985.000 2.866.162.920 

 Honorarium PNS 902.110.000 760.851.000 

 Honorarium Non PNS 1.845.875.000 2.105.311.920 

 Uang Lembur   

 Belanja Pegawai BLUD   

 Jumlah 10.491.277.881 9.973.328.224 

 

1.2.2.1.2. Belanja Barang  

No Uraian 2013 2012 

1 Belanja Bahan Pakai Habis 1.330.920.530 1.415.751.250 



  

No Uraian 2013 2012 

2 Belanja Bahan/Material 3.370.890.250 4.125.053.500 

3 Belanja Jasa Kantor 527.354.550 635.016.269 

4 Belanja Premi Asuransi 68.461.000 77.193.000 

5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 394.839.900 254.718.198 

6 Belanja Cetak dan Penggandaan 538.052.400 633.167.100 

7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ 

Parkir 546.850.000 421.500.000 

8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 84.550.000 62.150.000 

9 Belanja Sewa Alat Berat   

10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 

Kantor 73.900.000 70.750.000 

11 Belanja Makanan dan Minuman 648.350.500 557.050.000 

12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 53.009.000 38.935.000 

13 Belanja Pakaian Kerja   

14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari 

Tertentu 37.530.000 51.805.000 

15 Belanja Perjalanan Dinas 4.410.470.000 5.088.694.200 

16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS   

17 Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan 

Bimbingan Teknis PNS 74.950.000 59.945.000 

18 Belanja Perjalanan Pindah Tugas   

19 Belanja Pemulangan Pegawai   

20 Belanja Pemeliharaan 303.997.000 118.942.000 

21 Belanja Jasa Konsultasi  94.580.000 

22 Belanja Barang & Jasa BLUD   

23 Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan 

Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2.246.412.140 946.825.800 

 Jumlah 14.707.102.414 14.652.076.317 

 

 

 

1.2.2.1.3. Belanja Modal 

1.2.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah 

No Uraian 2013  2012 

 Belanja Modal Pengadaan Tanah 0 0 

 

 

1.2.2.1.3.2. Belanja Peralatan dan Mesin 

No Uraian 2013 2012 

1 Belanja Modal (BM) Pengadaan Alat-alat 

Berat   

2 BM. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat 

Bermotor 184.420.000  

3 BM. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat 

Tdk Bermotor   

4 BM. Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air 

Bermotor   

5 BM. Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air 

Tdk Bermotor   

6 BM. Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara   

7 BM. Pengadaan Alat-alat Bengkel   

8 BM. Pengadaan Alat-alat Pengolahan 

Pertanian dan Peternakan   

9 BM. Pengadaan Peralatan Kantor 186.110.000 3.998.000 

10 BM. Pengadaan Perlengkapan Kantor 25.400.000 290.772.000 

11 BM. Pengadaan Komputer 360.125.000 100.131.500 

12 BM. Pengadaan Mebeulair  89.582.500 

13 BM. Pengadaan Peralatan Dapur  12.500.000 

14 BM. Pengadaan Penghias Ruangan Rumah 

Tangga   

15 BM. Pengadaan Alat-alat Studio 44.897.500 16.000.000 

16 BM. Pengadaan Alat-alat Komunikasi   

17 BM. Pengadaan Alat-alat Ukur    

18 BM. Pengadaan Alat-alat Kedokteran   



  

No Uraian 2013 2012 

19 BM. Pengadaan Alat-alat Laboratorium   

20 BM. Pengadaan Alat-alat Persenjataan/ 

Keamanan   

21 BM. Pengadaan Alat-alat Olahraga   

 Jumlah 800.952.500 512.984.000 

 

1.2.2.1.3.3.    Belanja Gedung dan Bangunan 

No Uraian 2013 2012 

1 BM. Pengadaan Konstruksi/Pembelian 

Bangunan 179.156.000 364.409.000 

 Jumlah 179.156.000 364.409.000 

 

1.2.2.1.3.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

No Uraian 2013 2012 

1 BM. Pengadaan Konstruksi Jalan   

2 BM. Pengadaan Konstruksi Jembatan   

3 BM. Pengadaan Konstruksi Jaringan Air   

4 BM. Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 

dan Hutan Kota   

5 BM. Pengadaan Instalasi Listrik dan 

Telepon  2.500.000 

 Jumlah 0 2.500.000 

 

1.2.2.1.3.5. Belanja Aset Tetap Lainnya 

No Uraian 2013 2012 

1 BM. Pengadaan Pengadaan Buku/ 

Perpustakaan   

2 BM. Pengadaan Pengadaan Barang 

Bercorak Kesenian, Kebudayaan.   

3 BM. Pengadaan Hewan/Ternak dan 

Tanaman   

 Jumlah 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Bab 6 Penjelasan Informasi Non Keuangan 

 

Informasi non keuangan SKPD antara lain: 

 

Gambaran Umum Organisasi  

 

Tugas pokok BKP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 

Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 adalah membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang Ketahanan Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BKP sebagaimana 

disebutkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; 

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan; 

3. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, 

konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten / 

kota; 

4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan; 

5. pelaksanaan kesekretariatan badan; 

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Struktur Organisasi 

Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, 

didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon III. Setiap eselon III didukung oleh 2 atau 3 eselon IV. 

Tugas pokok dan fungsi setiap Unit Kerja Eselon III dan IV adalah sebagai berikut :  

1. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 

program, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat  mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan 

secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan 

secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan 

secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretariat membawahi 3 (tiga) subag yaitu: Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan serta Sub 

bagian Umum dan Kepegawaian: 

a. Sub bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, 

dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi dan penyusunan program, dan 

pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan. 

b. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, 

dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan 

dan akuntansi di lingkungan Badan. 

c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, 

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: 

pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, 

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan. 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Bidang Ketersediaan Pangan 

 

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan, dan kemandirian 

pangan. Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :  

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

ketersediaan dan cadangan pangan;  

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

kemandirian pangan; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan dan Sub 

Bidang Kemandirian Pangan:  

a. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan 

cadangan pangan, meliputi: indentifikasi ketersedian dan keragaman produk pangan, koordinasi 

pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan 

karena berbagai sebab, pembinaan cadangan pangan di masyarakat, pengembangan dan 

pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi, koordinasi dan pengendalian cadangan 

pangan pemerintah dan masyarakat.  

b. Sub Bidang Kemandirian Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kemandirian pangan, meliputi : 

koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi, pengendalian kerawanan pangan wilayah 

provinsi, identifikasi lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat provinsi, 

pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi, pengembangan trust fund  provinsi. 

 

3. Bidang Distribusi Pangan  
 

Bidang distribusi pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang distribusi dan pemasaran pangan, dan analisis akses dan harga 

pangan. Bidang Distribusi Pangan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan distribusi dan 

pemasaran pangan;  

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan analisis akses dan 

harga pangan; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Distribusi Pangan, membawahkan Sub bidang Distribusi Dan Pemasaran Pangan; dan Sub 

bidang Analisis Akses Dan Harga Pangan:  

a. Sub bidang Distribusi dan Pemasaran Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang distribusi dan pemasaran 

pangan, meliputi: identifikasi infrastruktur distribusi pangan, pengembangan infrastruktur 

distribusi pangan dan koordinasi pengembangan infrastruktur pangan provinsi. 

b. Sub bidang Analisis Akses dan Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang analisis akses dan harga 

pangan, meliputi: koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan 

akses pangan masyarakat, informasi harga di provinsi, dan pengembangan jaringan pasar di 

wilayah provinsi. 

 

4. Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan  
 

Bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konsumsi pangan, dan pengolahan 

dan penganekaragaman pangan. Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan konsumsi pangan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan dan 

penganekaragaman pangan; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 



  

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan Sub Bidang Konsumsi Pangan 

serta Sub Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan. 

a. Sub Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konsumsi pangan, meliputi : identifikasi 

pangan pokok masyarakat, koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai 

akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan. 

b. Sub Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan 

dan penganekaragaman pangan, meliputi: identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi 

masyarakat, pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis 

bahan baku lokal. 

 

5. Bidang Keamanan Pangan  

 

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan mutu hasil pangan, dan sertifikasi dan pelabelan 

produk pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pembinaan mutu hasil 

pangan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan sertifikasi dan 

pelabelan produk pangan; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Sub bidang Pembinaan Mutu Hasil Pangan; dan Sub 

bidang Sertifikasi Dan Pelabelan Produk Pangan. 

a. Sub Bidang Pembinaan Mutu Hasil Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan mutu hasil 

pangan, meliputi: pembinaan mutu dan keamanan pangan pabrikan di provinsi, pembinaan 

sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi.  

b. Sub Bidang Sertifikasi dan Pelabelan Produk Pangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sertifikasi 

dan pelabelan produk pangan, meliputi : pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan 

segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga, pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima 

wilayah provinsi, pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi, 

pembinaan penerapan standar batas minimal residu di wilayah provinsi (BMR) dan monitoring 

otoritas kompeten kabupaten/kota . 

 

6. Balai Pengembangan Cadangan Pangan 
 

Balai mempunyai tugas melaksanakan  kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis 

penunjang Badan Bidang Cadangan Pangan. Balai Pengembangan Cadangan Pangan, mempunyai  fungsi: 

a. penyusunan rencana teknis operasional pengadaan dan distribusi cadangan pangan. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengadaan dan distribusi cadangan pangan. 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan dan distribusi cadangan pangan. 

d. Pengelolaan ketatausahaan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Balai Pengembang Cadangan Pangan, membawahkan Sub Bagian tata usaha, Seksi Pengadaan 

Cadangan Pangan, Seksi Distribusi Cadangan Pangan, Kelompok Jabatan fungsional sebagimana 

disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008. 

 

7. Kelompok Jabatan Fungsional  

 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

b. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 



  

c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

A. Rencana Strategis 

Perencanaan strategis merupakan dokumentasi rencana pembangunan daerah yang ditentukan dalam 

jangka waktu tertentu. Perencanaan strategis Propinsi Jawa Tengah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Propinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013.  

Rencana strategis  merupakan suatu proses  yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 

kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan 

hambatan yang timbul. Rencana stretegus Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 

merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan 

landasan  dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Adapun dokumen rencana strategis dari beberapa 

komponen perencanaan strategis seperti terurai di bawah ini. 

 

1. Visi 

 ”Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat 

yang Berbasis Sumberdaya Lokal  Menuju Kemandirian Jawa Tengah ”  
 

 

2. Misi 

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan ketahanan Pangan telah 

merumuskan misi sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam ketersediaan, cadangan dan distribusi 

pangan. 

2. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan teknis dalam meningkatkan kewaspadaan dan 

penganekaragaman konsumsi pangan. 

3. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan agribisnis pangan. 

4. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan teknologi pangan dan 

permodalan. 

5. Menyelenggarakan fasilitasi dan perencanaan, monitoring dan evaluasi ketahanan pangan. 

6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peranan penyuluhan serta 

kelembagaan dalam pemantapan ketahanan pangan. 

7. Melaksanakan koordinasi dalam pemantapan ketahanan pangan. 

 

3. Tujuan 

Tujuan Pembangunan Ketahanan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan sistem ketahanan pangan wilayah yang tangguh melalui penciptaan iklim yang 

kondusif bagi berfungsinya sub-sub sistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan 

pangan secara sinergis. 

2. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu, dan 

keragaman yang cukup diseluruh rumah tangga. 

3. Meningkatkan kemampuan membangun sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran 

dan tingkat harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. 

4. Membangun kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang kokoh dan mandiri melalui 

Gerakan Desa Mandiri Pangan. 

5. Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk 

pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang. 

6. Meningkatkan kewaspadaan pangan masyarakat agar dapat mengenali dan mengantisipasi secara 

dini masalah keamanan dan kerawanan pangan. 

 

4. Sasaran 

Untuk mencapai tujuan, dirumuskan sasaran yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Bab 7 Penutup 

Ringkasan dari Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD. 

Kode Uraian Debet Kredit 

1.  ASET  16.457.199.345,00  0,00  

3.  EKUITAS DANA  0,00  42.563.333.415,00  

4.  PENDAPATAN DAERAH  0,00  72.354.725,00  

5.  BELANJA DAERAH  26.178.488.795,00  0,00  

#  TOTAL  42.635.688.140,00  42.635.688 

 

Aset Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar 

Rp.16.457.199.345 dengan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 adalah Rp.26.178.488.795 dan Pendapatan 

Daerah berasal dari penerimaan lain-lain sebesar Rp. 72.354.725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Daftar Lampiran Tambahan  

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi : 

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIPKD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

(Cetak SIPKD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

3. Daftar Potensi Aset Tahun Anggaran 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

5. Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada). 

 

*Catatan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 

1. Cover Buku Pertanggungjawaban APBD dapat ditambahkan gambar menurut SKPD. 

2. Penyusunan narasi CaLK menggunakan jenis huruf Times New Roman 11. 

3. Penyusunan tabel CaLK menggunakan jenis huruf Arial 8. 

4. Pencetakan Buku Pertanggungjawaban APBD menggunakan jilid spiral dan diberi kertas pembatas di 

setiap bab. 

5. Penyerahan buku pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai sofcopy dalam bentuk CD.  

 


